












Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (predicate crime).Tindak pidana asal (predicate crime) didefenisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang, Permasalahan yang dihadapi KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam hal penuntutan. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya secara jelas kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:Bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?; Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana money laundring oleh KPK agar kewenangan KPK tidak berbenturan dengan institusi lainnya?  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik
Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab iv maka dapat disimpulkan:Kedudukan dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikaji dari ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. ;Kebijakan penanggulangan tindak pidana money laundring oleh KPK agar Kewenangan KPK tidak Berbenturan Dengan Institusi Lainnya dengan mendasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dengan sangat jelas dirumuskan bahwa dalam melakukan tugasnya KPK harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 








	Corruption Crimes with Money Laundering Crime have a very fundamental relationship or relationship. This clearly can be seen in article 2 paragraph (1) of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. The Law itself is known as a term called "predicate crime." Predicate crime is defined as a criminal act that triggers (the source) the occurrence of criminal acts of money laundering, Problems faced by the KPK in Handling Money Laundering in the case of prosecution. This is because there is no clear regulation of the KPK's authority in prosecuting money laundering in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication. Based on the above background, the writer identifies the problem as follows: What is the position and function of the Corruption Eradication Commission in Dealing with Money Laundering Crimes based on Act Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering ?; What is the policy of overcoming money laundring crimes by the KPK so that the authority of the KPK does not conflict with other institutions?
		This study uses a normative juridical approach, which is a method that uses secondary data, primary legal materials, namely legislation. Secondary legal materials are legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problems used to test and review these secondary data. This approach method is used considering the problems studied range from legislation and its relation to application in practice
		Based on the discussion that the author did in chapter iv, it can be concluded: The Position and Function of the Corruption Eradication Commission in Handling Money Laundering Crimes based on Law Number 30 of 2002 Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes can be assessed from the provisions of Article 75 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, the Corruption Eradication Commission feels entitled to prosecute Money Laundering. ; Policy for countering money laundring crimes by the KPK so that the authority of the KPK does not conflict with other institutions based on the Law No. 30 of 2002 very clearly formulated that in carrying out its duties the KPK must coordinate with agencies authorized to eradicate corruption.
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